BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di
atas, ada beberapa pokok penting yang peneliti dapat simpulkan sebagai
berikut:

1. Terkait dengan persetujuan tertulis dan batasan waktu persetujuan tertulis
(yang lebih dekenal dengan Forum Preveligiatum) dari Mahkamah
Kehormatan Dewan dalam hal dilakukan penyidikan yang merupakan isi
pasal 245 Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kemudian
dimohonkan untuk diuji dikarenakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat
(1) dan pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Melalui Putusan No.76/PUU-XI11/2014 menyatakan
bahwa adanya persyaratan persetujuan tertulis dari Mahkamah
Kehormatan Dewan dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan
untuk penyidikan terhadap anggota DPR bertentangan dengan prinsip
persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Akan tetapi
Mahkamah Konstitusi justru memindahkan kewenangan tersebut kepada
Presiden sebagai bentuk Checks and Balances antara Eksekutif dan
Legislatif, fakta konkret yang terjadi dalam sistem Kketatanegaraan

Indonesia tidak pernah mengenal prinsip mengawasi dan mengimbangi
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dalam rezim perizinan masalah hukum. Disisi lain, Mahkamah Konstitusi
juga mengutip pertimbangan hukum dalam putusan No. 73/PUU/1X/2011
yang secara garis besar persetujuan tertulis dari presiden menghambat
keseluruhan proses peradilan. Adanya adagium yang menyatakan bahwa
terhadap sesuatu yang berbeda seharusnya diperlakukan berbeda dan
terhadap sesuatu yang sama harus diperlakukan sama, menurut peneliti,
pejabat negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terkait
jabatan negara yang diembannya memang berbeda dari warga negara lain
yang bukan pejabat negara, karena dalam rangka menjalankan fungsi dan
haknya, pejabat negara memiliki resiko yang berbeda dengan warga negara
lainnya. Meskipun memang diperlukan adanya perlakuan yang berbeda
untuk menjaga independensi dan imparsialitas lembaga negara dan pejabat
negara, namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan
prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai
berakibat pada terhambatnya proses hukum. Oleh karena itu, putusan
Mahkamah Konstitusi terkait izin pemeriksaan Anggota DPR yang
dialihkan kepada Presiden merupakan hal yang bertentangan dengan
Prinsip Persamaan dihadapan Hukum dan bertentangan dengan putusan
Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya, serta merupakan putusan yang
kurang tepat dan bijaksana.

Implikasi hukum yang ditimbulkan terkait putusan Mahkamah Konstitusi
terhadap proses penegakkan hukum di Indonesia dengan berdasarkan

putusan hakim yang memperhatikan tiga unsur yaitu yuridis (kepastian
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hukum), sosiologis (kemanfaatan), dan folosofis (keadilan) memiliki

korelasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 76/PUU-X11/2014

secara jelas mengaburkan ketiga unsur tersebut. Selain itu, dalam putusan

No. 73/PUU/IX/2011 yang secara garis besar persetujuan tertulis dari

Presiden menghambat proses peradilan, dan hingga saat ini Presiden belum

mengeluarkan suatu peraturan terkait dengan persetujuan tertulis tersebut.

5.2 Saran
Berdasarkan temuan pada kesimpulan di atas, peneliti kemudian
merumuskan saran sebagai berikut:

1. Adagium yang menyatakan bahwa terhadap sesuatu yang berbeda
seharusnya diperlakukan berbeda dan terhadap sesuatu yang sama harus
diperlakukan sama. Bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas menyatakan semua orang
sama dihadapannya dihadapan hukum. Oleh karena itu, seharusnya
Ekskutif dan Legislatif (DPR) dalam pembentukan sebuah Undang-
undang yang berhubungan langsung dengan prinsip tersebut harus lebih
berhati-hati serta lebih cermat agar supaya tidak menibulkan konflik
dan benturan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dan bagi
Mahkamah Konstitusi agar dalam setiap putusannya nantinya tidak
konflik ketatanegaraan baru lagi di Indonesia

2. Bahwa agar keseluruhan proses peradilan tidak terhambat, maka
berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 76/PUU-X11/2014

segera mengeluarkan peraturan yang mengeluarkan bentuk peraturan
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terkait mekanisme pemberian persetujuan tersebut, mulai dari
indikatornya hingga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk
pemberian izin tersebut. sehingga kekhawatiran Presiden akan
menggunakan subjektifitasnya dalam memberikan persetujuan secara

tebang pilih bisa diminimalisir.
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